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KPPQ@D PENGANTAR UMUM

Indonesia hanya memiliki UU ttg

Penetapan Prop DKI Jakarta sbg IKN;
tapi belum ada UU ttg IKN itu sendiri.
Momentum saat ini >bentuk UU IKN
sbg dasar keberadaan & pemindahan

Mengatur model
KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN

Tata Pemerintahan IKN memerlukan
basis kewenangan, konstruksi tugas-
fungsi, pola relasi vertikal-horizontal
dan desain kelembagaan asimetris.

IKN memiliki ragam peran strategis sebagai
pusat pemerinthn & kekuatan politik, pusat
perwakilan asing, simbol identitas nasional,
pusat bisnis dan kegiatan ekonomi nasional

“Capital city plays a vital role in a nation’s life and psyche. At first glance, the capital serves as a central repository of political & economic power in its role as the
seat of government. It often strive to reflect the unique character and aspirations of the polity and play a crucial role in legitimizing the state”- Rajiv Rawat, 2005.



kPP@D RUU IKN; KERANGKA KEBUAKAN

> A
KEDUDUKAN & &

IKN berkedudukan sbg pusat pemerintahan nasional,
perwakilan asing dan organisasi internasional (Split Capital).

DESENTRALISASI ADMINISTRASI

Perlunya penguatan konseptualisasi administrasi pemerintahan daerah di
Kawasan IKN khususnya perihal daya pengaruh (otonomi) Kepala Otorita
dalam proses penyusunan kebijakan dan tata Kelola pembangunan di IKN

DESENTRALISASI POLITIK

Penguatan peran legislatif dalam pemerintahan khusus IKN
mengingat Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden yang
memengaruhi representasi rakyat di IKN dim perumusan kebijakan

DESENTRALISASI FISKAL




kPP@D RUU IKN: USULAN PEERUBAHAN PASAL

Pasal 1: bukan kedudukan Pemerintahan Khusus, \
melainkan Kedudukan Ibukota Negara.

IKN berkedudukan sebagai Pusat Pemerintahan Nasional,
Perwakilan Asing dan Organisasi/Lembaga Internasional.

Pasal 8: mengatur Bentuk Pemerintahan Ibukota Negara.\

Ibukota Negara diatur dan diurus pemerintahan khusus yang
dipimpin Kepala Otorita IKN yang diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden RI. /

Pasal 12: mengatur kewenangan asimetris lbukota Negaram

Pemerintahan Khusus menjalankan kewenangan tertentu
dalam rangka menunjang pelaksanaan kedudukan sebagai/

ibukota dan kewenangan lain sebagai daerah administrasi.
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Pasal 14: perlu penegasan akan suatu yurisdiksi
kepemerintahan tunggal.

Susunan tingkatan yg ada mesti dimaknai sbg konstruksi
perwilayahan administratif, bukan pemerinthn multitingkat.

Pasal 24: Pendanaan

Jika diberikan kewenangan pemajakan (/ocal taxing power)~>
implikasi pada tataran kebijakan: DPRD & Perda dibentuk.

Pasal ...: Model Hubungan Horizontal.

Autonomus local governance? Confederated-regional
governance (MMDA)?, a mixed-system of regional
governance (BMA)? unified regional governance.
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RUU IKN belum mencantumkan

mekanisme transisi

Periode “pemerintahan” transisi
merupakan kebutuhan realistis dalam
setiap pemindahan IKN. Proses transisi
akan berdampak pada pelaksanaan
pelayanan publik & pemb di IKN baru.

Kedudukan Otorita tidak tertera

dalam Konstitusi dan UU Pemda
Otorita IKN memiliki peran dan
kewenangan yang sama dengan
Pemprov DKI Jakarta, namun ditunjuk
langsung oleh presiden. Mekanisme ini
tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU
Pemda-~ perlu basis konsepsi dan
regulasi yang solid.

RUU IKN: HAL2 YG BELUM SELESAI

RUU IKN belum menyinggung

produk hukum daerah

Sebagaimana kekhususan DKI Jakarta (UU
No 29 Thn 2007) yang membahas terkait
posisi Perda dalam UU IKN, RUU ini
belum mencantumkan posisi PHD dalam
tata penyelenggaraan pemerintahan IKN

Potensi
Masalah

Pertanggungjawaban Kepala
Otorita IKN rancu

Penunjukan Kepala Otorita oleh Presiden
menyisakan pertanyaan terkait
pertanggungjawaban kinerja, apakah
Kepala Otorita bertanggung jawab
kepada Presiden atau DPRD selayaknya
pemerintahan daerah di Indonesia

R
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KONSEP IDEAL IKN

Ibu Kota Negara yang ideal dibangun
berlandaskan prinsip pembangunan
berkelanjutan sebagai suatu simbol

identitas dan penggerak ekonomi nasional

PERLUNYA SKEMA TRANSISI
PERPINDAHAN IKN SEHINGGA
MENJAGA STABILITAS
PEMERINTAHAN DAN

PEREKONOMIAN

FAKTA PROBLEMATIK
Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menghadapi
beragam persoalan pelik: degradasi kualitas
lingkungan; kepadatan penduduk; hingga
kriminalitas

Pemindahan IKN dari Jakarta
menuju Penajam Paser Utara akan
menimbulkan konsekuensi

administratif, ekonomi, dan politik
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Kehadiran IKN diharapkan mampu menjadi magnet \
pertumbuhan baru sebagai bagian dari upaya pengentasan
ketimpangan antar-wilayah di Indonesia /

RUU IKN belum mengatur hal2 mendasar (Produk Hukum
Daerah, Penguatan relasi legislatif-eksekutif, relasi vertikal
dan horizontal, pertanggunjawaban Kepala Otorita) serta
memuat mekanisme transisi perpindahan aktivitas
pemerintahan Jakarta-Penajam Paser Utara /

Penguatan konsep IKN diharapkan memperkuat dimensi \
desentralisasi administrasi, fiskal, ekonomi, politik dalam
varian delegasi sbg daerah parastatal dalam organisasi

negara bangsa. /




kPP@D RUU IKN: HAL2 YG BELUM SELESAI

Lokasi IKN yg jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi

nasional (Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan) berpotensi
o menimbulkan cost bilamana pelaku usaha hendak

mengurus perizinan berusaha dll ke pemerintah
pusat>smart governance

Perlunya penguatan dukungan infrastruktur digital dalam hal
pelayanan publik untuk meminimalisir potensi cost akibat lokasi
IKN yang jauh dari kota bisnis di Indonesia. Pemerintah juga perlu
memikirkan dukungan infrastruktur fisik untuk mendukung upaya
penciptaan sumber pertumbuhan baru di Kawasan IKN.

Sisi lain: Marketing IKN. Investor dapat apa kalua investasi di IKN atau
sekitarnya? Konsensi penggunaan tanah berapa tahun? Keringan pajak
dan kemudahan berusaha, dst?






